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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 58 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM
IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  pengaturan mengenai pemasangan dan
pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang
berlayar di wilayah perairan Indonesia telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7
Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem
Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah
Perairan Indonesia;

b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemasangan
dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis khususnya
pada AIS Klas B pada kapal penangkap ikan dan kapal
pelayaran rakyat masih perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019

tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi
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Mengingat

Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan

Indonesia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan
Penjagaan Laut dan Pantai;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1183);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1360);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun
2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem
Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah
Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN
PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI
KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan
Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang
Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

(1) Kapal Berbendera Indonesia yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa
penundaan keberangkatan kapal oleh Syahbandar
sampai dengan terpasangnya AIS di atas Kapal.

(2) Nakhoda kapal berbendera Indonesia yang selama
pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan/atau tidak
memberikan informasi yang benar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi
administratif = berupa  pencabutan = sementara
sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement
(COE)).

(3) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara
sertifikat pengukuhan (Certificate of Endorsement
(COE)) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan oleh Direktur
Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari

Syahbandar.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Kapal Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi
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sesuai dengan konvensi internasional atau ketentuan

yang mengatur mengenai Port State Control.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.

(2) Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh
petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat
pemeriksa keselamatan Kapal, pejabat pemeriksa
kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, dan
petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai.

(3) Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS,
petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan
Kapal, pejabat pemeriksa kelaiklautan dan
keamanan Kapal Asing, dan petugas kapal patroli
penjagaan laut dan pantai menyampaikan informasi

kepada Syahbandar.

Pasal II
Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 bagi Kapal Berbendera
Indonesia yang menggunakan AIS Klas B mulai berlaku
pada tanggal 20 Februari 2020.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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